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BUPATI LAMPUNG UTARA 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 

NOMO~ IG TABUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATOR.AB BUPATI LAMPUNG UTARA 
NOMOR 46 TAHUN 2016 'l'BNTANG PENJABA.RAN ANG:G.ARAN \ 

iPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAB KABUPATEN LAMPUNG UTARAi 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

, 
"MeniInbang a. 	 bahwa Peraturan l3upati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2,016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjf.l Datirah 
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017, scobagaimana 

I 
"telah diubah dengan I;'eraturan Bupati Lampung Owa Nom~ 4 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 'Bupati Lamppng 
Otara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabanm An~ 
Pendapatll,fl dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 

I 
I 

Anggaran \ 2017 terdapat kekeliruan kode relo-..njng bebetapa 
Organisasi Perangkat Daerah (OPO); .,, 

b. 	bahwa berdasarltan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 31 
Tahun 2016 tenbmg Pcdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menegaskan bahwa 
Retensi dianggarlmn -pado. rekeumg berkenaan dan dalam hal ini 
terjadi pergeseran anggaran sebe1um perubahan Anggaran 
Pendapatan" dan Be1anja Daerah, dilakllkan dex:gan care. 
melakukan pe&bahan terhadap Peraturan Bupati tentimg 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelaDja Daerah Tal:l.un 
Anggaran berkeruwn sebagai dasar pe1aksanamnya untuk 
kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan" dan Selanja Daerah Tah1.'ID. Anggaran 
berkenaan; 

I 

c. 	 bahwa qerdasarkan pertimbangan sebagaimatla d;maksud huruf a 
dan b tersebut diatas, Peratutan Bupati Lampung Uwa Nomor 46 
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 4an 
Se1anja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 20~7, 
sebagaimana telah diubah dengan Perat:uran. Supati Lamp~g 
Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perat\U'an 
Supati Lampung Uwa Nomor.46 Tahun 2016 ten;tang Penjabaian 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Lampung 
Utara Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan pcrubahan' kedua 
dan ditetapkan d.Perat-.u-an Supati Lampung Uwa. ' 

. i i 
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http:Nomor.46
http:Tal:l.un
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Penetapan, 

Undang-Undang Darutat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang.U~dang 
Darurat Nomer 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara RepubUk 
Indonesia Tahun 1956 Nemor ,57) tentang Pembentukan qa.erah 
Tingkat 11 tormasuk Kotapril,la dalam Lingkungan Daerah Tin~at 1 
Sumatera Selatan, sebagai Undang-Unda."l.g (Lernbaran Megara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Ncgara Republik Indonesia Nomor 1821); \ 

, 
I 

2. 	Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penyeleriggara 
Nagara yang Bersih dan Behas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3851);, 

, 
3. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N~gara 

(Lembaran Negara Rep1.lblik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47. 
Tambaban Lembaran Nagara RepubUk Indonesia Nomor 4286); 

4. 	Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembarlln Negara, Republik Indonesia Tahun 2004 Npmor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43515); 

5. 	Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemerillisaan 
P!'lngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia 1'ahun 2004 Nomor 66, Tamb/lhan 
Lembaran Negare. Republik Indonesia Nomor 4400); 

I 

I' 
! 6. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Swtem 

Perencanllan Pembangunall NlilSionnl (1embaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomer 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); . 

7. 	Undang-Undang Nomor 2B Ta.iun 2009 ten tang Pajak DCaI'ah, dan 
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik ·Indone~ia Tliliun, 
2009 Nomar 130. Tllmbflhau Lembaran Negara Republ'ii< Indonesia 
Nomor 5049); , 

8. 	Undarlg-Undang Nomer 12 Tahun 2011 ~tang Pembentlikan 
PeratUrani Perundang-undangan (Lembaran Neg:ara Republik

, , 
Indonesia Tabun 2011 NomoI' 82, Tambahan Jvero.baran Nefiara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

._ I 	 \. 

9. 	TJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang· Pemerintrjhan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nqmor 
244, Tnmbaban Lembaran Negara Republik lndonesia. Nomor 5l>87) 
sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­, 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Reptiblik 
Indonesia 'rabun 2015 Nemor 58, Tambahan Lembaran Ne~ara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

i . 

i 
\ 
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lO.Peraturan Pemerintah Nomol' 24 Tabun 2004 tentang K~dudl.\kan 


Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota DPRD [Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, T .. mb~an 
Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 4416} sebagailllana 
te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pcmerihtah 
Nomor, 21. Tahun 2007 (Lembara.\'l Negara, Republik Indo~esia 
Tahun 20b7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne~ara RepUblik 
Indonesia Nomor 4712); 

11. .Peraturan Pemerintah komor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

, 	 indonesia. Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Ne~a. 
Rep'\.tblik Indonesia Nomor 4502J sebagaimana tclah diubah dCl1-gan 
PeraturanPemerintah Nomor 74 Tabun 2012 (Lembaran Negara 

.. I 

Republik Indonesia. Tabun 2012 Nomor 17l, Tambahan Lembaran 
Negara NomoI' 5340): 

I 

12.Peraturan f'emcrintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbanglm ( Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tabun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575 J: 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Talmn 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangen Daerah (Lembaran Negara Republik Indon,esia 
Tabun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) seba.gaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambaban Lemb\U"an 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); , 

'1 

14.Peraturan .Pernerinttlh Nomell"" 58 Tahun 2005 tentang Penge\olaan. 
Keuangen Da~rah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tapun 
2005 NomoI' 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indon:esia 
Nomor 4578)i I 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2005 tentang pedofan 
Penyusunan dan Penerapan Stendar PeJayanan MinimallLembaran 
Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 NomoI' 150: Tambaban 
Lembaran Negara R~P1.lplik Indonesia Nomor 4585); 

, 
. 
I 

16.Pera.turan Pemerintab Nomor 79 Tabun 2005 tentang Pedo~an ,
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintab Da~rab 
(Lembaran Negara Republik In::lonesia Tahun 2005 NomOI" t65. 
Tambahan Lembaran Negara Rep·\.lblik Indonesia Nomor 4593); i . 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah';n 2006 tentang Pelapqran 
Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah (Lembaran Ncgar!l 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemh¥an 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ., 

18.Peraturan Pemerinlah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Staidar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republlk lndon;esia 
Tahun 2010 Nemor 123, Tambahan Lembaran Negara Rep~blik 
Indonesia Nomor 5165); 	 . 

. i 
I 
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19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tabun 2011 tentang Phtjaman 
Daerah (Lembaran Negars. Republik Indonesia Tahun 2011 ,NOIllOf 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'5219): 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 N~or 5, 
Tatribahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

21.Peraturan Presiden NomoI' 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa'Pemerintah sebagaimalla telab diubah beberaPa kali 
terak'hir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun: 2015 
(Lemb~ Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

I 	 , 
I 

22.Peraturan. Ment.eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedomim Pengelol~ Keuangall Daerah, sebagaiman,: L telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan d~ Peraturan l'4enteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita .Negara Republik 

., Indonesi(t Tahun 2011 Nomor 310); '. '; ! 
I 1 1 

23.Peraturan Menterl Dalam. Negen Nomor 32 T.mun 2011 t;ntang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bers1,1.Dlber 

I,, 
dari Angg~ Pendapatan dan Belan,ja. Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana ; telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 39 tahun 
2012 (Bcrita Negara Republik hldonesia Tahun 2012 Nomor sjl-O); 

24.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 31 Tahun !2016 
teI,ltan\!l Pedoman PenYUGunan Anggaran Pendapatani dan 
Beianja Daerah TahUll Anggaran 2017(Berita N~ 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaitnanll 
telah bebcmpa kali cUubah terakbir dengan Pera~an 
Menter! Dalam Neger! Nomor 23 Tahun 2016 (Serita N~ara 
Republik Indonesil! Tahun 2016 Nomor 768); 

25.peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tfiliun 
2006 . .tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan D~ 
(Lembaran Daerab Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung l,.Ttara 

" Nomor 22); . 
)' , , 

26.Perahtran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lempung Utara Tahun 2017 NOIllOr 6); , 

f 
27.Peraturan Bupati Lampung Utara. Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lamp'Lmg Utara Tahun Angga.ran 2017: 

28.Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2017 teri.tang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utar&. Namor 45 Tailun 
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja, 
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017. 



MEMUTUSKAN: 

MenetapkaD :. 	 PERATURAB BllPATI TENTANG PmRllBABAN KllDtJA ATAS 
PERATURAB BllPATI LAMPUNG UTARA BOMOR 46 TABUN 2016 
TENTANG PEBJA:SA:R4B ANGGAlWf PBHDAPATAN DAN ~JA 
DAERAH KABUPATEB I...UIIPiJBG UTARA TAHUN ANGGARAB 20;17. 

Pasall 
, 
! 	

Dengan Peraturan ini ditetapkan Perubahan Kedu~ Atas Peratfiran 
Bupati Lampung Utara Nomor 46.Tabun 2017 tentang Pcnjab,lIl'an 
Anggaran Pendapatan dan Bcla.n,la Daerah Kabupaten Lampung Utara 
Tabun Anggaran 2017. sebagaimana sebagai berikut:· . \, 

1. Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan ~a! i' 

Daerab Kabupaten Lampung Utara Tabun Anggaran 2017 meliputi 
Pergeseran Anggaran antar objek belanja dalam jenl.s be~aI berkenaan 	dan peI'ge;seran anggaran antar rincian objek belanja 
dalalD objek be1anja berkenaan. i . 

,I. 
. 2. 	lJraian·.pergei3eran anggaran sebagaimanadimaksud da1am an~l. 

tenncidaIam Lamplran Peraturan Bupati· irii yang merup~ 
bi!,gian tak ter})111ab.kan dad. Pcraturan aupa,tl ini yang se1anNtp.ya 
akandita1:a dalam. RanC84lgm~ Daerah. KabUpaten 
tampungUtara tentangPerubahan Anggarlm, Penda~tini li;lan 

• 	 .,' " , • "'<-' ,.- I, 

Belanja Daerah.Kabupaten LampungUtIIl'aTabun An~2d17. 

.. 	 Pasalll 

·Peraturan Supati ini mulaiberlakupadatanggal diundangkap.Agar' 
, , ."., .' . .. <.,', ,'-' ." --	 '. ,'--', ',.' /,.,! "~.-'" 

~ oraI).g mengetahumya, mellletmtilhkan pengundar!:~.P~X1!,ti1tan . 
Bupatiini den,gan penep\.patannya dalamBerita Dae'rab~ti~en 
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